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The purpose of this study was to determine the factors behind the change in the 
institutional status of PTAI (STAIN to IAIN, and IAIN to UIN), change in 
institutional status of PTAI (STAIN to IAIN, and IAIN to UIN), and the impact of 
changes in PTAI institutional status (STAIN become IAIN, and IAIN becomes UIN). 
This study uses a qualitative method. The results of the study found that the policy on 
changing the institutional status of the State Islamic University from IAIN to UIN and 
from STAIN to IAIN had not been implemented optimally. The implementation of the 
policy has only occurred in the quantitative aspect, not yet touched on the qualitative 
aspect. An increase in the frequency of policy communications, an increase in the 
number, resources (human, financing, and infrastructure), as well as an expansion of 
the bureaucracy. But everything has not been matched by the quality of the performance 
of human resources, which actually becomes the core of the management aspects of 
higher education. 
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A. PENDAHULUAN  
Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang melekat pada 
diri setiap warga dari suatu Negara. Berbagai landasan hukum tentang 
pendidikan memperlihatkan secara jelas tentang posisi pendidikan sebagai hak 
setiap warga yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah sebagai representasi 
Negara. Hal itu mengingat ada tiga tugas Negara yang tidak dapat dielakkan 
dalam dalam masalah HAM, yaitu melindungi (to protect), memenuhi (to fulfil), 
dan memajukan (to promote). Ketiganya itu bukan sekuensi yang berurutan, 
melainkan harus dilakukan secara bersama-sama. Sebab yang satu mungkin 
dihadapkan pada kebutuhan perlindungan, tapi yang lainnya mungkin 
dihadapkan pada kebutuhan pemenuhan atau bahkan memajukan. Ini artinya 
bahwa semua warga, baik kaya-miskin, cacat maupun tidak cacat memiliki hak 
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yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Dengan demikian, pemerataan 
kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di kalangan rakyat Indonesia 
harus diperhatikan oleh negara, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh 
Pemerintah. 
Kebijakan pembangunan dan sistem pendidikan negara ditujukan untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada 
nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 
tuntutan perubahan zaman. Berdasarkan kebijakan tersebut maka 
pembangunan pendidikan lebih mengedepankan prinsip demokratisasi, 
pemberdayaan dan pembudayaan dalam proses dan mekanisme pemerintahan 
dan pembangunan yang melibatkan pemerintah baik di pusat maupun di 
daerah dan atas partisipasi seluruh warga masyarakat. Kebijakan tersebut 
sesuai dengan sistem pendidikan yang bersifat nasional dan demokratis. 
Bersifat nasional dalam arti bahwa susunan dan isi pendidikan harus sesuai 
dengan kebutuhan dan kebudayaan bangsa Indonesia, bersifat demokratis 
dalam arti bahwa pendidikan adalah untuk rakyat secara merata, sehingga 
pendidikan adalah untuk semua warga bangsa, baik anak-anak, pemuda, orang 
dewasa, laki-laki dan perempuan.  
Dalam pelaksanaannya, sistem pendidikan di Indonesia dilakukan oleh 2 
departemen yang masing-masing mempunyai wilayah dan kajian yang berbeda 
secara keilmuan, yakni Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen 
Agama. Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan 
hampir semua jenis keilmuan yang bersifat umum, sedangkan Departemen 
Agama hanya menyelenggarakan satu jenis pendidikannya yaitu Pendidikan 
Agama saja. Jenjang pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama 
dilakukan mulai dari tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi yang 
lebih dikenal dengan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang banyak 
tersebar di daerah di seluruh wilayah Negara Indonesia. Adapun perguruan 
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Islam, (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Universitas Islam 
Negeri (UIN). 
Akhir-akhir ini, di kalangan perguruan tinggi Islam muncul fenomena 
menarik, yaitu timbulnya keinginan meningkatkan status kelembagaan yang 
selama ini disandang. Yang berstatus sekolah tinggi misalnya STAIN 
berkeinginan meningkat menjadi sebuah institut yakni IAIN; dan yang 
berstatus institut, selanjutnya berkeinginan meningkat menjadi universitas 
dalam hal ini menjadi UIN. Bahkan, jika memungkinkan, yang berstatus 
sekolah tinggi pun juga berkeinginan menjadi universitas. Fenomena itu 
sesungguhnya tidak saja terjadi di kalangan perguruan tinggi Islam negeri 
(PTAIN); akan tetapi, hal itu juga dikehendaki oleh perguruan tinggi agama 
selain Islam, seperti Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) maupun 
juga Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN). Mereka juga ingin terus 
meningkatkan status kelembagaan mereka, dengan maksud dan tujuan yang 
agar lembaga pendidikan yang dikembangkan lebih sesuai dengan pemahaman 
agama yang mereka yakini kebenarannya.  
Dilihat dari sudut pandang sistem, PTAI merupakan sebuah sub sistem 
dari sistem pendidikan nasional dan bahkan sistem yang lebih luas lagi yakni 
kehidupan sosial masyarakat dan negara. Sebagai sistem sosial, PTAI memiliki 
fungsi dan peran dalam perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan 
dalam segala lini. Dalam hal ini PTAI memiliki dua karakter secara umum. 
Pertama, melaksanakan peranan fungsi dan harapan untuk mencapai tujuan 
dari sebuah sistem. Kedua mengenali individu yang berbeda-beda dalam 
peserta didik yang memiliki kepribadian dan disposisi kebutuhan. 
Konsekwensinya kebutuhan akan manajemen mutu (quality management) tidak 
dapat dihindari dengan melakukan perubahan lembaga yang telah dirumuskan 
berdasarkan tujuan dan standar berdasarkan mutu global dunia pendidikan.  
Setelah adanya perubahan lembaga tersebut, setiap PTAI secara 
konsisten merujuk dan mengevaluasi dirinya menurut kriteria yang telah 
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didesain di atas. Hal ini berlaku pula bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi jelas memerlukan 
suatu percepatan melalui perubahan kebijakan manajemen pendidikan tinggi. 
Selain itu, di tengah persaingan global dewasa ini, setiap perguruan tinggi 
dituntut mampu merespon dan menjawab semua tantangan yang muncul 
melalui penyiapan perangkat lunak (software) dan perangkat (hardware) untuk 
mendukung sarana dan prasarana pendidikan tinggi. Bahkan hal yang paling 
penting adalah melakukan percepatan peningkatan mutu sumber daya 
manusia sebagai faktor paling determinan untuk menjabarkan perubahan 
kebijakan manajemen dan tata kelola pendidikan tinggi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatar 
belakangi perubahan status kelembagaan PTAI, perubahan status kelembagaan 
PTAI, dan dampak perubahan status kelembagaan PTAI. 
 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
Perubahan status kelembagaan IAIN menjadi UIN dan STAIN menjadi 
IAIN tidak bisa dilepaskan dari sebuah kebijakan yang telah direncanakan 
secara matang. Pelaksana kebijakan dalam birokrasi pemerintahan adalah 
birokrat atau politisi yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan (Danim, 1997). 
Sehubungan dengan itu, Thoha (1984) menjelaskan, "public policy selalu 
dihubungkan dengan kegiatan pemerintah, maka public policy tidak bisa 
dipisahkan dari birokrasi". "Sumber otoritas birokrasi publik adalah legal 
contract dengan sanksi yang lebih bersifat formal atau dilegitimasi dengan 
ketentuan resmi" (Adji Sasono, 1999). 
Di Indonesia, perkataan policy sering diterjemahkan ke dalam konsep 
yang berkaitan satu sama lain, yaitu: "kebijakan" dan "kebijaksanaan". 
Poerwadarminta (1978) menggartikan kata "kebijakan" berasal dari kata bijak 
yang berarti pandai, mahir, selalu menggunakan akal budaya; petah lidah dan 
pandai bercakap-cakap. Dengan demikian, secara harfiah, kebijakan berarti 
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berasal dan kata bijaksana yang berarti selalu menggunakan akal budinya 
(pengalamannya dan pengetahuannya), tajam pikiran, pandai dan ingat-ingat, 
cara pimpinan dan bertindak (mengenai pemerintahan, perkumpulan, dan 
sebagainya), dan kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain (kesulitan 
dan sebagainya). Dari pengertian bahasa tadi, kata ini biasanya digunakan 
untuk perbuatan yang baik, menguntungkan atau positif. Kata inipun sering 
dikombinasikan dengan kata “arif”, seperti arif bijaksana, yang berarti tahu, 
mengetahui, cerdik, pandai, berilmu dan bijaksana. 
Dalam pengertian teknis akademis, kata kebijakan atau kebijaksanaan 
mengacu kepada pengertian yang bermacam-macam. Hal ini karena realitas 
kebijakan menyangkut banyak aspek, sehingga ada kecenderungan 
masing-masing pakar menekankan pada salah satu aspek dan kebijakan 
tersebut. R Dye (Kartasasmita, 1995) menyatakan bahwa kebijakan publik 
adalah apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh penterintah. Dalam 
arti ini, maka kebijakan publik adalah usaha-usaha untuk memahami dan 
memberi arti, bahwa apa: (1) yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh 
pemerintah mengenai sesuatu masalah; (2) yang menyebabkan atau yang 
mempengaruhinya; dan (3) pengaruh dan dampak dari kebijakan publik 
tersebut. 
Eulau dan Prewitt (Kartasasmita, 1995) menyatakan bahwa kebijakan 
adalah sebuah "ketetapan yang berlaku" yang dicirikan oleh perilaku yang 
konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang 
mentaatinya. Peters (Kartasasmita, 1995) mengartikan kebijakan publik sebagai 
totalitas kegiatan pemerintah, baik yang dilakukan langsung atau melalui pihak 
lain, yang berpengaruh pada kehidupan penduduk di negara itu. Pendapat 
tersebut diperkuat oleh Pal (1996) yang menuturkan bahwa kebijakan publik 
ialah melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dipilih oleh pejabat-
pejabat publik dalam mengatasi sesuatu masalah atau serangkaian masalah. 
  Pembahasan kebijakan publik tidak lepas dan kegiatan atau proses 
kenegaraan dan politik. Sebagai bagian dari proses politik, kebijakan publik 
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dapat menentukan metode-metode dan bagaimana kebijakan negara itu dapat 
dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Hal ini 
menempatkan kebijakan publik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 
proses kegiatan pelaksanaan pemerintahan suatu negara. 
  Sebagai suatu sistem, kebijakan publik tidak berarti sistem karena lahir, 
tumbuh dan berkembang dalam suatu keadaan ekologi yang dinamik. Sistem 
kebijakan publik dalam dinamika ekologi, menurut Singadilaga (1996) adalah 
sebagai berikut: 
1. Kehidupan masyarakat berkembang dalam setiap aspek kehidupan 
berbangsa yang mencakup dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya, 
dan pendidikan. 
2. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dalam 
mencapai kualitas maupun kuantitas kehidupan terhadap pelayanan 
aparatur sebagai penyelenggara negara. 
3. Kebijakan pembangunan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat II 
semakin penting peranannya agar dapat lebih dekat dengan masyarakat. 
4. Situasi dan kondisi internasional, nasional maupun daerah, dapat 
berdampak positif maupun negatif yang dapat dirasakan di dalam 
negeri. 
5. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya yang semakin 
pesat termasuk ilmu administrasi. 
Pelaksanaan kebijakan dengan segala perilakunya yang terdapat di 
dunia birokrasi pemerintahan adalah birokrat atau politisi yang duduk sebagai 
pembuat kebijakan (Sudirwan Danim, 1998). Pada umumnya, fungsi 
pemerintahan dalam pembuatan kebijakan atau keputusan berkaitan dengan 
fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. 
  Kajian "Public Policy" merupakan salah satu bidang kajian utama dan 
ilmu-ilmu sosial Miftah Thoha (1984). Pada dasarnya, berbagai problema yang 
timbul di dalam organisasi pemerintahan bersumber dari fakta bahwa negara 
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tujuan (goal) yang jelas melibatkan kajian interdependensi antara pemerintah 
selaku policy makers dan masyarakat sebagai policy stakeholders. Permasalahan 
publik dapat terjadi karena lahirnya suatu kebijakan publik yang mengundang 
reaksi masyarakat; atau sebaliknya, permasalahan publik secara langsung 
ataupun tidak menuntut lahirnya sebuah kebijakan publik. 
Dalam hubungan ini, yang terpentmg adalah menyelesaian suatu 
permasalahan publik oleh para pengambil keputusan secara "collective action", 
karena hal itu, akan menyangkut kebutuhan dan nilai-nilai yang tumbuh dan 
melekat di masyarakat secara kolektif pula. Seperti dikemukakan William 
Dunn (1994: 58) " ... yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan 
yang meskipun dapat diidentifikasi, tetapi hanya mungkin bisa, dicapai melalui 
tindakan publik". 
 
C. METODOLOGI PENELITIAN  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dengan 
metode ini, kebijakan pimpinan Peruguruan Tinggi Agama Islam Negeri 
(PTAIN) digambarkan sebagai sebuah situasi, peritiwa, atau kejadian, dan hasil 
penggambarannya dilakukan melalui proses akumulasi data terkait (Nazir, 
1988). Data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu kebijakan 
pimpinan PTAIN tentang perubahan status kelembagaan dari STAIN/IAIN ke 
IAIN/UIN, dihimpun secara sistematis, dan senantiasa mempertimbangkan 
aktualitas dan akurasinya (Suryadibrata, 1991). Dengan demikian, gambaran 
mengenai kebijakan pimpinan PTAIN tersebut dapat dilakukan dan disajikan 
dengan gambaran yang relatif baru (Eckhardt & Erman, 1977). 
 Satuan analisis dari penelitian ini dipusatkan pada content kebijakan, 
dalam hal ini kebijakan pimpinan PTAI dalam perubahan status kelembagaan 
dari STAIN/IAIN menjadi IAIN/UIN di IAIN Serang Banten dan UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik 
observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, analisis data 
dilakukan dengan model analisis data Mile dan Huberman. 
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Perubahan IAIN Menjadi UIN 
Substansi perubahan status IAIN menjadi UIN sangat erat hubungannya 
dengan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, hal ini didasari bahwa dunia 
pendidikan tinggi bukanlah sesuatu hal yang asing bagi peradaban dan umat 
Islam. Terdapat beberapa faktor yang merupakan faktor yang melatarbelakangi 
perubahan IAIN menjadi UIN.  
Faktor-faktor tersebut adalah: (a) Perlunya Pemikir yang Mampu Berfikir 
Komprehensif; (b) Banyak sekali permasalahan umat Islam yang membutuhkan 
pendekatan multi disipliner; (c) Ilmu Agama Memerlukan Ilmu Umum; (d) 
Menghilangkan Paham Dikhotomi Agama-Umum; (e) Memenuhi Harapan 
Masyarakat Islam. (f) Memenuhi Kebutuhan lapangan Kerja; (g) kebutuhan 
umat Islam terhadap pendidikan Tinggi; (h) Tuntutan Redefinisi, Reposisi, 
Reorientasi dan Reaktualisasi Fungsi IAIN Sunan Gunung Djati Bandung 
dalam Tata Dunia Baru. Pertama, redefinisi mengandung arti bahwa UIN 
merupakan institusi pendidikan modern yang mengkaji Islam dalam berbagai 
perspektif sekaligus menempatkannya sebagai produsen kajian-kajian Islam 
kontemporer dan dapurnya cendekia-cendekia muslim. Kedua, reposisi 
mengisyaratkan bahwa peran dan fungsi UIN tidak bisa dipisahkan dalam 
konteks ke-Indonesiaan. Ketiga, reorientasi dimaksudkan sebagai upaya pembe-
nahan dan penyempurnaan terhadap sistem pendidikan yang tidak hanya 
menekankan pada aspek link and match dalam hubungannya dengan dunia 
kerja an sich, melainkan juga harus diimbangi dengan orientasi pada upaya 
transformasi etis dalam mencetak dan membentuk watak dan karakter islami 
dari setiap lulusannya berakhlakul karimah. Keempat, reaktualisasi memberi arti 
bahwa UIN sebagai lembaga pengkajian dan pendidikan harus menjadi pioneer 
dalam mewujudkan cita-cita masyarakat madani melalui internalisasi, 
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2. Proses Perubahan Status Kelembagaan PTAI (IAIN Menjadi UIN)  
 Proses perubahan terjadi dalam tiga tahapan yaitu tahap sosialisasi di 
tingkat lingkungan internal institut (Penyusunan RIP diganti dengan konsep 
Rencana Strategis (Renstra) dan Persetujuan Senat Institut), Tahap  Perizinan ke 
Tingkat Menteri, Tahap Pembahasan di Kementrian Pendayagunaan Aparatur 
Negara (PAN), Tahap Persetujuan dan Legalitas Proses IAIN menjadi UIN dan 
Proses Peresmian dan Penandatangan Prasasi Perubahan IAIN Menjadi UIN 
oleh Presiden. 
Aspek legalitas dalam proses perubahan IAIN menjadi UIN adalah 
sebagai berikut: (1) Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
(Dikti) Departemen Pendidikan Nasional Nomor 4469/D/T/2004 tertanggal 12 
November 2004 tentang Rekomendasi Pembukaan Program-program Studi 
Umum pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung; (2) Surat Persetujuan Menteri 
Pendidikan Nasional RI dengan nomor 179/MPN/KI/2004 tertanggal 10 
Desember 2004 tentang Persetujuan Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati 
Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung; (3) Memorandum of 
Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Menteri Pendidikan 
Nasional RI dan Menteri Agama RI tentang Kesepakatan Bersama Perubahan 
IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung; (4) Surat menteri Agama RI. mengenai Rancangan Peraturan 
Presiden tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung dengan Nomor MA/89/2005 Tertanggal 31 
maret 2005 yang ditujukan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 
ditandatangani oleh Menteri Agama RI. Muhammad M. Basyuni. 
Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, arus globalisasi telah 
mempengaruhi reposisi dan reformulasi visi, misi, dan kebijakan PT agar sesuai 
dengan beban dan tuntutan masyarakat. Dalam situasi seperti ini Perguruan 
Tinggi dituntut untuk responsif. Salah satunya adalah perubahan kelembagaan 
sebagai bagian tak terpisahkan dalam mengoptimalkan capaian visi dan misi 
tersebut. 
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3.  Dampak Perubahan Status Kelembagaan PTA 
Perubahan status kelembagaan Perguruan Tinggi Islam Negeri dalam 
hal ini perubahan status IAIN menjadi UIN dan STAIN menjadi IAIN, 
mempunyai nilai keterkaitan yang secara langsung berhubungan dengan 
Perguruan Tinggi itu sendiri. Perubahan dalam kelembagaan Perguruan Tinggi 
tersebut pada dasarnya tidak merubah fungsi Perguruan Tinggi itu sendiri, 
dimana Perguruan Tinggi mempunyai fungsi sebagai lembaga pelaksana Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, yakni: pembelajaran, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. Input perubahan yang terjadi di UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung dan STAIN Banten berbeda sehingga melahirkan output yang 
berbeda pula, walaupun prosesnya sama. 
Adanya perubahan status kelembagaan yang terjadi di PTAIN, dalam 
hal ini perubahan dari IAIN menjadi UIN dan dari STAIN menjadi IAIN, jelas 
memunculkan banyak sekali nilai positif yang bisa diambil untuk dijadikan 
bahan dalam meningkatkan mutu output maupun outcome seperti yang 
diharapkan semua pihak. Akan tetapi, secara bersamaan dampak negatif dari 
perubahan kelembagaan PTAIN tersebut muncul sebagai bagian yang tidak 
bisa diabaikan begitu saja. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan 
diantaranya ialah: 
Perubahan status kelembagaan yang di dalamnya adanya pertambahan 
jumlah fakultas, akan diikuti oleh terjadinya pertambahan dosen yang memiliki 
latar belakang yang berbeda, dan tidak saling kenal sebelumnya, sehingga 
terjadi penurunan hubungan kerja antara SDM yang pada ujungnya terjadi 
kondisi ketidaknyamanan dan bahkan ketidaktertarikan akan pekerjaannya 
sendiri, Hersey (1982). Hal senada dikatakan Cowling dan James (1996), bahwa 
ketika seseorang mempunyai ketertarikan yang tinggi dengan pekerjaan, 
seseorang akan menunjukkan perilaku terbaiknya dalam bekerja, dan jika 
semua individu tidak tertarik dengan pekerjaannya, akibatnya beberapa target 
pekerjaan tidak tercapai, tujuan-tujuan organisasi tertunda dan kepuasan dan 
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Penambahan sarana dan prasarana fisik setidaknya menyita waktu 
untuk kegiatan-kegiatan akademik. Padahal menurut Undang-undang 
pendidikan Nasional (2003), bahwa keterlibatan pembangunan fisik bukan 
merupakan kewajiban dan tugas pokok PT., akan tetapi yang menjadi tugas 
pokok PT ialah menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu: 
pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
Adanya pertambahan jabatan-jabatan dalam birokrasi yang baru, maka 
akan diperlukan sistem koordinasi yang lebih baik lagi. Hal ini didasari bahwa 
penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN dan IAIN dipandang sebagai suatu 
sistem “dimana komponen-komponen sistem itu saling ketergantungan 
sehingga berhubungan dan saling menentukan keberhasilan suatu sistem, 
kegagalan suatu institusi diakibatkan oleh gangguan sub sistem itu. Pimpinan 
UIN dan IAIN yang menjalankan kepemimpinannya harus mampu mengatasi 
kegagalan/hambatan sub sistem agar tercapai kesempurnaan sistem itu (Oteng 
Sutisna, Berpikir System, 1984) 
Perubahan status PTAIN yang dibarengi dengan perubahan 
kurikulumnya, diperlukan kekuatan dalam manajemen kurikulum itu sendiri. 
Dalam kaitan ini Subandijah, (1993), mengatakan bahwa proses pelaksanaan 
suatu kurikulum merupakan sesuatu yang kompleks, karena tidak hanya 
menuntut penguasaan kemampuan secara teknis berbagai komponen 
kurikulum dari para pembuat kurikulum, akan tetapi lebih dari itu para 
pengembang kurikulum harus mampu mengantisipasi berbagai factor yang 
berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum baik yang bersifat internal 
maupun eksternal, sehingga perubahan-perubahan kurikulum mempunyai 
tujuan untuk perbaikan, sehingga, kurikulum bisa dijadikan salah satu tolak 
ukur keberhasilan kegiatan proses pengajaran dan pendidikan,  
Bertambahnya jumlah dana yang dianggarkan, memerlukan skala dan 
alokasi prioritas yang tepat sesuai tujuan pokok. Munandar (1999), menyatakan 
bahwa anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman 
kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan kerja, 
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maka untuk mengontrolnya diperlukan salahsatunya dengan sebuah sistem 
pengawasan. Dalam hal ini memahami sistem pengawasan tidak ditekankan 
hanya kepada para pelaku yang berhubungan langsung saja, tetapi ditujukan 
setiap elemen terkait dalam sebuah organisasi, sehingga menjadi hal yang lebih 
umum dan lumrah (Garvin, 2000).  
Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana, akan membuat lebih 
banyak daftar hal dalam urusan maintenance, atau pemeliharaan, sementara 
pemeliharaan merupakan hal yang jarang sekali diperhatikan. Surat Keputusan 
Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor: SE-
06/WA.11/PK.09/2001 mengatakan bahwa dalam pemeliharaan harus 
menggunakan prinsip terpadu, artinya semua pembiayaan anggaran tidak 
boleh terjadi duplikasi (double accounting).  
Semakin kompleksnya tugas bagian humas, maka diperlukan sistem 
koordinasi yang ketat dengan bagian lain, agar tidak terjadi kesalahan 
informasi yang bisa menimbulkan berbagai argumen yang tidak sama. Barnard 
(1989), menekankan organisasi pada dasarnya adalah sistem kerja sama 
(cooperative), menggabungkan kontribusi individual dengan bentuk kerja sama 
antar-anggota yang sadar (conscious), hati-hati atau penuh pertimbangan 
(deliberate), dan penuh makna (purposeful). Pentingnya pemahaman tersebut 
dikuatkan oleh Talcott Parson, bahwa makna sebuah tujuan organisasi tertentu 
adalah sebuah fungsi bagi masyarakat yang lebih besar. Sebuah organisasi 
mungkin berharap mendapatkan sumber daya dan pengesahan berdasarkan 
fungsi pentingnya di masyarakat.  
 
E. KESIMPULAN  
Kebijakan perubahan status kelembagaan Perguruan Tinggi Agama 
Islam Negeri dari IAIN menjadi UIN dan dari STAIN menjadi IAIN belum 
terlaksana secara optimal. Implementasi kebijakan tersebut baru terjadi pada 
aspek kuantitatif, belum menyentuh aspek kualitatif. Terjadinya pertambahan 




Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 Tahun 2019 82 
 
pembiayaan, dan sarana prasarana), serta perluasan birokrasi. Namun 
semuanya belum diimbangi oleh kualitas kinerja sumber daya manusia, yang 
sesungguhnya menjadi inti dari aspek manajemen perguruan tinggi. 
Faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan status kelembagaan 
PTAI (STAIN menjadi IAIN, dan IAIN menjadi UIN) adalah  dipengaruhi oleh 
tuntutan dan dorongan baik yang berasal dari lingkungan kampus sendiri 
maupun tuntutan dari luar kampus. Munculnya perubahan status kelembagaan 
PTAI jelas lebih daripada sekadar perubahan nomenklatur atau kemunculan 
nomenklatur baru. Ia merupakan hasil dari proses panjang perkembangan 
pendidikan Islam secara keseluruhan di Indonesia; dan bahkan juga terkait 
dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tanah air, baik dalam bidang 
pendidikan maupun kehidupan sosial, budaya, ekonomi, agama, dan politik. 
Dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan status 
kelembagaan PTAI adalah bahwa harus diakui, eksistensi IAIN dan STAIN 
sesuai dengan undang-undang dan ketentuan tentang pendidikan tinggi, IAIN 
dan STAIN hanya memiliki mandat untuk bergerak dalam bidang yang sering 
disebut sebagai ”ilmu-ilmu agama” (Islam), sejak dari syariah, tarbiyah, tafsir-
hadis, tasawuf, dakwah, adab, dan semacamnya. IAIN dan STAIN pada 
dasarnya tidak memiliki mandat untuk juga bergerak dalam ”ilmu-ilmu 
umum”. Lain halnya dengan perubahan IAIN menjadi UIN yang dalam 
konteks perubahannya merupakan perluasan mandat perguruan tinggi agama 
Islam (PTAIN). Sebagai universitas, UIN tidak hanya dapat tetap bergerak 
dalam ilmu-ilmu agama Islam, tetapi juga dapat bergerak dalam ilmu-ilmu 
umum. Berkat perubahan itu, di UIN, misalnya, selain fakultas-fakultas 
”agama”, kini juga terdapat Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, 
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